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PENJELASAN 

ATAS 
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KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA 

MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 

 

I.   UMUM 

            Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu 

pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja 

dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, 

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. 

Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 

perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi 

yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, pelindungan, dan 

pemberdayaan. 

            Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal lain yang 

mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait 

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan 

yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan 

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai 

peraturan perundang-undangan saat ini belum dapat memenuhi 

kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi 

sehingga perlu dilakukan perubahan. 
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            Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur antara lain mengenai: 

                    a. kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi; 

                    b. kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah; 

                    c. penyelenggaraan Inkubasi; dan 

                    d. Dana alokasi khusus kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan 

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “Koperasi sekunder” meliputi semua 

Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi 

Primer dan/atau Koperasi Sekunder. 

Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, 

Koperasi sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis 

maupun berbagai jenis atau tingkatan. 

Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi sekunder dalam 

berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai 

Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun 

penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan”. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 
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Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

 Pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan 

membentuk Koperasi antara lain dilakukan untuk menumbuhkan 

kaderisasi Koperasi dan mendorong kelompok masyarakat untuk 

berkoperasi. 

 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Fasilitasi kemudahan pelaporan rapat anggota secara daring 

dan/atau luring dilakukan Kementerian dan/atau Dinas 

dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan ”bidang usaha inti” adalah bidang 

usaha utama atau pokok yang dilakukan Koperasi serba usaha 

diantara bidang lainnya. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Hasil penghitungan kelebihan kemampuan pelayanan 

diinformasikan kepada masyarakat bukan anggota sebagai 

peluang pelayanan untuk menarik minat masyarakat menjadi 

anggota. 

Ayat (4) 

Transaksi bisnis kepada masyarakat bukan anggota Koperasi 

dan transaksi pelayanan kepada anggota Koperasi disusun 

menjadi laporan keuangan integrasi Koperasi. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas  

 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Baitul maal dalam mengelola zakat menjadi unit pengumpul 

zakat dari Badan Amil Zakat Nasional atau bermitra dengan 
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Lembaga Amil Zakat Nasional, serta menjadi Nazhir yang 

terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia/kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 

 

Pasal 15 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Baitul maal dalam mengelola zakat menjadi Unit Pengumpul 

Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional atau bermitra dengan 

Lembaga Amil Zakat Nasional, serta menjadi Nazhir yang 

terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia/kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 

Ayat (4) 

Kegiatan usaha secara elektronik antara lain penggunaan 

transaksi elektronik dalam kegiatan usaha. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi 

lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

Huruf a 

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan 

ulang kredit. 


